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Pendekatan Maqāṣid al-syarī‘ah Kontemporer dalam Perilaku Ekonomi 
 




Maqāṣid al-syarī„ah atau tujuan-tujuan syariat telah menjadi pembahasan yang 
terus berkembang di dunia Islam. Maqāṣid al-syarī„ah kini dikembangkan 
menjadi sebuah pendekatan, bukan sekedar konsep-konsep. Pendekatan maqāṣid 
al-syarī„ah selayaknya dapat diterapkan pada berbagai problematika dan juga 
selayaknya dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana terwujudnya tujuan-
tujuan syariat dalam perilaku manusia dan dalam perilaku ekonomi. Pendekatan 
maqāṣid al-syarī„ah yang dikembangkan oleh Jasser Auda telah meletakkannya 
sebagai landasan filosofis adanya hukum Islam. Hal ini tentunya berdampak pada 
tahap aplikasi hukum tersebut. Kemudian, yang diukur menggunakan pendekatan 
ini bukan lagi ukuran normatif sebuah produk hukum fikih, tetapi lebih kepada 
aplikasi dan implikasi adanya penetapan sebuah produk hukum fikih.  
Kata Kunci: Maqāṣid al-syarī„ah, Perilaku Ekonomi, Pembanguan SDM. 
 
Abstract 
The Contemporary Maqāṣid al-syarī‘ah Approach in Economic Behavior 
The maqāṣid al-syarī„ah (objectives of syariah) have become a growing 
discussion in the contemporary Islamic world. Maqāṣid al-syarī„ah is now 
developed into an approach, not just as a concepts. The maqāṣid al-syarī„ah 
approach should be applicable to various problems and also should be used to 
measure the extent to which the objectives of Shari'a are realized in human 
behavior also in human‟s economic behavior. The maqāṣid al-syarī„ah approach 
developed by Jasser Auda has put the maqāṣid al-syarī„ah as a philosophical 
foundation for the existence of Islamic law. Maqāṣid al-syarī„ah approach is no 
longer the normative measure of a Islamic law (fiqh) product, but rather the 
application and implications of the establishment of a product of Islamic law 
(fikih).  





Maqāṣid al-syarī„ah sebagai sebuah pendekatan adalah sebuah 
pengembangan lebih lanjut dan langkah nyata para pegiat kajian maqāṣid al-
syarī„ah dalam rangka menuju maqāṣid al-syarī„ah sebagai sebuah cabang ilmu. 
Pada awalnya, maqāṣid al-syarī„ah dianggap sebagai bagian dari ilmu ushul fikih 
sehingga sering kali dianggap menjadi salah satu teori besar yang ada dalam 
bagan ilmu ushul fikih namun dalam perkembangannya ternyata paradigma yang 
berkembang dalam maqāṣid al-syarī„ah cukup berbeda dengan bangunan 
paradigma ushul fikih, terutama dalam hal terbangunnya sebuah hukum. Hal ini 
membuat para pengkaji maqāṣid al-syarī„ah banyak yang menempatkan sebagai 
sebuah cabang ilmu baru dan menjadi sebuah pendekatan tersendiri.  
Berkaitan dengan kemunculan maqāṣid al-syarī„ah sebagai sebuah 
pendekatan (ilmu), maka banyak produk hukum Islam yang turut mengalami 
pergeseran pada tingkat aplikasi dan penerapan (tathbĩq). Adanya maqāṣid al-
syarī„ah yang tidak hanya menjadi sebuah teori untuk membedah sebuah 
permasalahan, tetapi juga menjadi pendekatan (cabang ilmu) yang mendasari 
adanya sebuah penerapan hukum. Begitu juga saat perilaku ekonomi dicoba untuk 
ditelaah melalui maqāṣid al-syarī„ah. Ada beberapa hal yang cukup penting untuk 
direkonstruksi demi kemajuan dan perkembangan perilaku ekonomi era kekinian 
agar tetap selaras dengan tujuan-tujuan diturunkannya syariat (maqāṣid al-
syarī„ah). Terlebih, perkembangan zaman adalah hal yang niscaya, sehingga 
usaha untuk menyeleraskan penerapan syariat dengan tanpa mengabaikan 
perkembangan zaman adalah usaha yang harus terealisasikan. 
Beberapa hal yang ingin dicoba untuk menjawab dalam tulisan ini adalah: 
Bagaimana perkembangan maqāṣid al-syarī„ah sehingga menjadi sebuah 
pendekatan? Bagaimana saat maqāṣid al-syarī„ah sebagai sebuah pendekatan 
ketika disandingkan dengan perilaku ekonomi? Dan nilai-nilai filosofi apa saja 
yang terdapat dalam perilaku ekonomi dalam perspektif maqāṣid al-syarī„ah? 
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Maqāṣid al-syarī‘ah sebagai Sebuah Pendekatan 
Al-Syāṭibi menyatakan bahwa tujuan (maqṣad) dalam syariat ada dua: tujuan 
Tuhan, dan tujuan untuk mukallaf.
1
 Al-Syāṭibi juga memaparkan bahwa Allah 
SWT sebagai Syāri‟ (Pembuat Syari‟at) meletakkan tujuan-tujuan di dalam 
syari‟at adalah untuk mewujudkan kemashlahatan bagi para manusia baik di dunia 
maupun di akhirat.
2
 Ahmad Ar-Raysuni menyatakan arti maqāṣid al-syarîah 
adalah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syariah untuk dicapai demi 





 memberikan perincian tentang penggunaan terma maqāṣid 
bahwasannya terma 'maqāṣid' merupakan bentuk jamak kata (maqṣad), yang 
bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, maupun tujuan akhir. Maqāṣid 
hukum Islam adalah sasaran-sasaran atau maksud-maksud di balik hukum 
tersebut. Bagi sejumlah teoritikus hukum Islam, maqāṣid adalah kata lain dari 
pernyataan „kemaslahatan-kemaslahatan‟ (masalih). Salah satu contohnya adalah  
Abdul Malik al Juwaini (w. 411/1185 M) sebagai salah seorang kontributor paling 
awal terhadap teori maqāṣid yang menggunakan istilah al-masalih ad-din dan al-




Imam al-Ghazali (w. 505 H/1111 M) mengklasifikasikan terma maqāṣid al-
syarī„ah ke dalam kategori kemaslahatan mursal (al-maṣālih al-mursalah), yaitu 
kemaslahatan yang tidak disebut secara langsung dalam nash Islam. Najmuddin 
at-Tufi (w. 716 H/1216 M) adalah termasuk tokoh yang memberikan hak 
                                                 
1
 asy-Syāṭibī, Al-Muwāfaqāt fi Uṣul al-Syarī„ah, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2004), 
hlm. 219. 
2
 Ibid., hlm. 220. 
3
 Ahmad ar-Raisūni, Nażariyāt al-Maqāṣid „inda al-Imām asy-Syāthibi, (Beirut: 
Muassasah al-Jāmi‟ah, 1992), hlm. 116. 
4
 Jasser Auda, seorang pegiat kajian Maqāṣid asy-Syarī„ah kontemporer. Meraih Ph.D. 
dalam bidang Teplogi dan Studi Agama dari Universitas Wales Lampeter, Inggris, dan Ph.D. 
Analisis Sistem dari Universitas Waterloo Kanada. Mengikuti Talaqqi Klasik (kajian keilmuan 
Islam klasik) di Masjid Al-Azhar, Kairo, Mesir. Sekarang menjabar sebagai Presiden Maqasid 
Institute Global, juga menjabat sebagai Guru Besar Program Kebijakan Publik dalam Islam, 
Fakultas Studi Islam, Qatar Foundation. Telah menulis berbagai karya terutama dalam kajian 
Maqāṣid asy-Syarī„ah yang telah diterjemahkan ke dalam 25 bahasa. 
5
 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syariah, (Bandung: Mizan, 
2009), hlm. 31. 
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istimewa terhadap kemaslahatan bahkan At-Tufi menganggap bahwa 
kemaslahatan adalah implikasi langsung dari sebuah nash khusus yang 
mendefinisikan kemaslahatan sebagai apa yang memenuhi tujuan sang Syari‟. 
Imam Al-Qarafi (w. 1285 H/1868 M) mengkaitkan kemaslahatan dan maqāṣid 
dengan kaidah ushul fikih yang menyatakan bahwa suatu maksud tidak sah 
kecuali jika mengantarkan pada pemenuhan kemaslahatan atau menghindari 
kemudaratan. Di atas adalah beberapa contoh yang juga menunjukkan kedekatan 
hubungan antara kemaslahatan dan maqāṣid dalam konsepsi ushul fikih 
khususnya antara abad ke-5 dan 8 H ketika periode teori maqāṣid berkembang.6 
Ahmad Ar-Raysuni menyimpulkan bahwa sepanjang perkembangan ushul 
fikih, terma maqāṣid al-syarī„ah mengalami perkembangan besar melalui tiga 
tokoh utama, yaitu Imam al-Haramain al-Juwayni (w. 478 H), Al-Syāṭibi ((w.790 
H/1388 M), dan Muhammad at-Thahir ibn 'Asyur (w. 1379 H/1973 M). 
Penyebutan tiga tokoh ini tanpa mengesampingkan peran ulama besar lain seperti 
Abu Bakar al-Qaffal, al-Amiri, al-Ghazali, dan ulama besar lain yang juga 
memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan konsepsi maqāṣid al-syarī„ah. 
Namun, ketiga tokoh di atas menjadi titik penting saat Maqāṣid al-syarī„ah betul-
betul tampak bergeser maknanya.  
Para ulama pegiat kajian maqāṣid sepakat bahwa dalam syariat terdapat nilai-
nilai maqāṣid yang senantiasa menegaskan nilai-nilai, tujuan, illat, dan hikmah 
yang terkandung dalam setiap ketentuan syariat tetapi pengungkapan nilai-nilai 
hikmah, alasan (illat), dan tujuan syariat ke dalam suatu tema besar dengan 
menggunakan terma maqāṣid al-syarī„ah belum ditemukan pada masa awal 
perkembangan hukum Islam. Turmudzi al-Hakim adalah termasuk yang dianggap 
golongan ulama awal yang mengangkat isu tentang hikmah, alasan (illat), dan 
rahasia sebuah ketetapan syariat (hukum Islam) dalam karyanya yang berjudul al-
Ṣhalat wa Maqāṣiduha dan al-Hajj wa Asraruha. Karya inilah yang menjadi cikal 
bakal kajian maqāṣid al-syarī„ah secara umum.7 
                                                 
6
 Ibid., hlm. 32. 
7
 Ahmad Imam Mawardi, Fiqh Minoritas -Fiqh Aqalliyyat dan Evolusi Maqāṣid al-
syarī„ah dari Konsep ke Pendekatan, (Yogyakarta: LKiS, 2012), hlm. 193. 
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Pada era berikutnya, muncul al-Qaffal al-Kabir (w. 365 H) yang dianggap 
sebagai pengkaji Maqāṣid al-syarī„ah pertama dengan kajian yang lengkap dari 
sisi cakupan syariah. Karyanya yang berjudul Mahāsin Furu' al-Syara al-fi Furū‟ 
al-Syāfi‟iyyah Kitāb fi Maqāṣid al-syarī„ah, di dalamnya disebutkan bahwa isi 
kitab ini merupakan jawaban bagi mereka yang menginginkan pembahasan 
tentang kebaikan-kebaikan di balik penetapan syariat Islam. Istilah yang 
digunakan di dalamnya memang mahāsin (kebaikan-kebaikan), tetapi karyanya 
ini dianggap sebagai manuskrip tertua yang isinya tentang pembahasan terma 
maqāṣid yang kemudian dibahas pada era setelahnya.8 
Perkembangan berikutnya adalah dengan hadirnya Abu al-Hasan al-Amiri (w. 
381). Kajian yang dilakukan oleh al-Amiri cukup berbeda dengan ulama pegiat 
kajian maqāṣid al-syarī„ah  pada era sebelumnya, karena al-Amiri adalah seorang 
ahli filsafat dan ahli ilmu kalam sedangkan para pengkaji maqāṣid al-syarī„ah 
pada era sebelumnya kebanyakan dari mereka adalah para ahli bidang fikih. 
Dengan pendekatan keahlian dalam bidang filsafatnya, Abu al-Hasan al-Amiri 
menyatakan dalam karyanya, al-I‟lām bi Manāqib al-Islām, bahwa dalam rangka 
membangun kehidupan individu dan sosial yang baik, harus dipastikan adanya 
lima pilar yang harus ditegakkan dan tanpa tegaknya lima pilar tersebut,  
kemaslahatan manusia tidak akan pernah tercapai.  
Lima hal itu adalah mazjarah qaṭl al-nafs (sanksi hukum untuk pembunuhan), 
mazjarah akhż al-māl (sanksi hukum untuk pencurian harta), mazjarah hatk al-
satr (sanksi hukum untuk membuka aib), mazjarah ṭalb al-„irḍ (sanksi hukum 
untuk pencelaan kehormatan), dan mazjarah khal' al-bayḍah (sanksi hukum untuk 
pelepasan kehormatan). Lima pilar inilah yang kemudian menjadi cikal-bakal al-
ḍarūriyat al-khamsah (lima keniscayaan dalam kebutuhan manusia) yang menjadi 
poin utama kajian maqāṣid al-syarī„ah pada era setelahnya.9 
Kajian maqāṣid al-syarī„ah mengalami metamorfosis yang nyaris sempurna 
pada era al-Syaṭibi yang telah dikukuhkan oleh sejarah sebagai pendiri ilmu 
maqāṣid al-syarī„ah. Karyanya yang berjudul Al-Muwāfaqāt fi Uṣul al-syarī„ah 




 Ibid.,  hlm. 194. 
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adalah karangan yang secara luas membahas tentang maqāṣid al-syarī„ah tidak 
hanya menjabarkan definisi dan konsep nilai yang dibawanya, tetapi juga 
membahas kaidah-kaidah dasar yang harus dilalui dalam berpikir dengan dasar 
konsep maqāṣid al-syarī„ah. Al-Syāṭibī memaparkan bahwa tujuan dalam syariat 
ada dua: tujuan Tuhan, dan tujuan untuk mukallaf.
10
  
Al-Syāṭibī membagi maqāṣid menjadi tiga tingkatan: Pertama, ḍarūriyyah 
(keniscayaan), yang artinya, perwujudannya mutlak dibutuhkan dalam rangka 
mewujudkan mashlahat manusia baik secara agama dan keduniaan. Ketiadaan 
atau ketidakseimbangannya, dapat menghilangkan mashlahat di antara manusia.
11
  
Al-Syāṭibī memberikan penjelasan bahwasannya tujuan syariat pada tingkatan 
keniscayaan ada lima hal (ḍarūriyyah al-khamsah), menjaga agama, menjaga 
jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.
12
 Kedua, ḥājiyyah. 
artinya, perwujudannya sebagai faktor pendukung untuk mempermudah 
perwujudan kemaslahatan,
13
 tetapi kebutuhan ini tidak mutlak sebagaimana 
tingkatan keniscayaan (ḍarūriyyah). Ketiga, Taḥsīniyyah. Tingkatan ini hanya 




Al-Syāṭibī memberi batasan terma ḥifż (menjaga, melestarikan) dengan dua 
variable: Pertama adalah dengan menegakkan unsur-unsurnya dan menetapkan 
kaidah-kaidahnya. Kedua dengan mencegah ketidakseimbangan realitas dan 
(kemungkinan) realitas yang akan terjadi.
15
 Al-Syaṭibi berhasil menampilkan 
wajah baru maqāṣid al-syarī„ah yang lebih dinamis dan aplikatif. Ada tiga hal 
utama yang disumbangkan oleh al-Syaṭibi dalam mereformasi maqāṣid al-
syarī„ah. Pertama, pergeseran maqāṣid dari kemaslahatan yang terlepas dari teks 
(maṣlahat mursalah) menjadi bagian dari dasar-dasar hukum. Kedua, pergeseran 
dari hikmah-hikmah di balik penetapan hukum menjadi dasar hukum. al-Syaṭibi 
                                                 
10
 asy-Syāṭibī, Al-Muwāfaqāt fi Uṣul al-Syarī„ah, (Beirut: Dār al-Kutub al-„Ilmiyah, 
2004), hlm. 219. 
11




 Ibid., hlm. 222. 
14
 Ibid., hlm. 223. 
15
 Ibid., hlm. 221. 
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berpendapat bahwa maqāṣid al-syarī„ah itu bersifat fundamental dan universal 
(kulliyyah) sehingga tidak bisa dikalahkan oleh hal yang bersifat parsial 
(juz'iyyah). Pandangan ini berbeda dengan pandangan fikih tradisional yang 
menyatakan bahwa bukti-bukti juz'iyyat (parsial) didahulukan dari dalil-dalil 
umum (kulliyat). Al-Syaṭibi juga menjadikan pengetahuan tentang maqāṣid 
sebagai syarat dalam ijtihad. Ketiga, pergeseran paradigma tujuan-tujuan syariat 
(Maqāṣid al-syarī„ah) dari sifatnya yang tidak pasti (dzanniyyah) menjadi sebuah 
hal yang pasti (qaṭ‟iyyah). Menurut al-Syaṭibi, proses induktif yang digunakan 
dalam aplikasi maqāṣid al-syarī„ah adalah valid dan bersifat qath‟i (pasti).16 Hal 
ini dapat diartikan bahwa terwujudnya maqāṣid al-syarī„ah tingkat kepastiannya 
sama dengan teks (nash). 
Pada perkembangan era kontemporer, Jasser Auda mengembangkan teori 
maqāṣid al-syarī„ah sebagai landasan filosofis dalam penerapan hukum Islam.17 
Jasser Auda menggunakan maqāṣid al-syarī„ah sebagai basis pangkal tolak 
filosofis berpikirinya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode 
berpikir dan pisau analisisnya. Sebuah pendekatan baru yang belum pernah 
terpikirkan untuk digunakan dalam diskusi tentang hukum Islam dan ushul fikih. 
Ada enam fitur sistem yang digunakan oleh Jasser Auda sebagai pisau analisis 
dalam membedah hukum Islam. Keenam fitur tersebut adalah: dimensi kognisi 
dari pemikiran keagamaan (cognition), menyeluruh (wholeness), keterbukaan 
(openess), hierarki atau runtutan berpikir yang saling mempengaruhi (interelated 





                                                 
16
 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syariah...hlm. 55. 
17
 Seperti yang dikembangkan dalam karyanya, Al-Maqāṣid asy-Syarī„ah as The 
Philosophy of Islamic Law. 
18
 Banyak yang „terjebak‟ dalam pembahasan Maqāṣid al-syarī„ah kontemporer ala Jasser 
Auda dengan terfokus pada enam fitur sistem yang digunakan oleh Jasser Auda untuk membedah 
hukum Islam sebagai sebuah sistem. Namun pada dasarnya inti pembahasan Maqāṣid al-syarī„ah 
kontemporer ala Jasser Auda terletak pada rekonstruksi bangunan hukum Islam sebagai sebuah 
sistem hingga yang diukur keberhasilan sistem tersebut melalui terwujudnya tujuan-tujuan syariat. 
Jasser Auda juga merekonstruksi beberapa teori besar dalam kajian Maqāṣid al-syarī„ah seperti 
yang akan dibahas pada sub-pembahasan selanjutnya. 
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Keenam fitur ini saling erat berkaitan dan berhubungan antara satu dengan 
yang lain sehingga membentuk keutuhan sistem berpikir. Namun, satu fitur yang 
menjangkau semua fitur yang lain dan mempresentasikan inti metodologi analisis 
sistem adalah fitur tujuan (purposefullness - maqāṣid). Hal ini yang menjadikan 
Jasser Auda menempatkan maqāṣid al-syarī„ah sebagai prinsip dan metodologi 
dasar dalam reformasi hukum Islam kontemporer. Mengingat efektivitas suatu 
sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya, maka efektifitas sistem 
hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian maqāṣid al-syarī„ah.19 Hal 
ini berarti, efektifitas hukum Islam sebagai sebuah sistem bukan hanya diukur dari 
kesesuaian dan tingkat pencapaian maqāṣid al-syarī„ah secara normatif saja, 
tetapi juga sejauh mana penerapan maqāṣid al-syarī„ah  pada tataran problem 
solving terhadap permasalahan tertentu. Aplikasi teori maqāṣid al-syarī„ah ini 
yang akan mengukur tentang hadirnya penetapan hukum apakah hukum tersebut 
lebih efektif, lebih berdaya guna, dan lebih membawa manfaat yang besar bagi 
umat dan kemanusiaan. 
Jasser Auda mengusulkan tiga konsep reformasi maqāṣid al-syarī„ah dalam 
perspektif kontemporer. Pertama, reformasi dari maqāṣid al-syarī„ah yang pada 
awalnya bernuansa penjagaan dan pelestarian menuju maqāṣid al-syarī„ah yang 
bercita pengembangan dan pemuliaan hak-hak asasi manusia bahkan Jasser Auda 
menyarankan agar pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah 
satu tema utama bagi kemaslahatan umat masa kini. Implikasi dari konsep 
reformasi ini adalah dengan mengadopsi konsep pengembangan SDM, sehingga 
tingkat realisasi maqāṣid al-syarī„ah dapat diukur secara empiris dengan 
mengambil ukuran dari berbagai target pengembangan SDM versi kesepatakan 
(ijma‟) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).20 
Kedua, Jasser Auda menawarkan tingkatan otoritas dalil dan sumber hukum 
Islam terkini, di antaranya hak-hak asasi manusia sebagai landasan dalam 
menyusun tipologi teori hukum Islam kontemporer. Berdasarkan spektrum level 
legitimasi dan sumber hukum Islam masa kini, Jasser Auda mengusulkan tipologi 
                                                 
19






baru beberapa teori hukum Islam sebagai pendekatan reformasi hukum Islam 
kontemporer. Ketiga, Jasser Auda mengusulkan sistem hukum Islam yang 
berbasis pada maqāṣid al-syarī„ah.21 
Jasser Auda memberikan penyederhanaan teori maqāṣid al-syarī„ah dengan 
menyatakan bahwa maqāṣid al-syarī„ah adalah cabang ilmu keislaman yang 
menjawab segenap pertanyaan yang sulit, dan diwakili oleh sebuah kata yang 




“Mengapa seorang Muslim shalat?” 
“Mengapa zakat merupakan salah satu rukun Islam?” 
“Mengapa puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam?”  
“Mengapa seorang muslim selalu berzikir?” 
“Mengapa berlaku baik terhadap tetangga termasuk kewajiban dalam Islam?” 
“Mengapa meminum minuman beralkohol, walaupun sedikit, adalah dosa 
besar dalam Islam?” 
“Mengapa hukuman mati ditetapkan bagi orang yang memperkosa atau 
membunuh secara sengaja?” 
 
Maqāṣid al-syarī„ah bukan hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, 
tetapi juga menjelaskan hikmah di balik aturan syariat Islam. Sebagai contoh, 
salah satu hikmah di balik zakat adalah untuk „memperkokoh bangunan sosial‟.23 
Hikmah yang pada awalnya hanya sebagai „nilai plus‟ terhadap adanya sebuah 
ketetapan hukum pada pengembangan maqāṣid al-syarī„ah, hikmah 
bertransformasi menjadi maqāṣid (tujuan) dan menjadi hal yang qath‟i (pasti), 
sebagaimana dikemukakan oleh asy-Syatibi. Secara ringkas, maqāṣid al-syarī„ah 
adalah sebuah cara guna mencapai alasan tertinggi (tujuan) dalam penetapan dan 
penerapan hukum Islam. 
 









Maqāṣid al-syarī„ah juga merupakan sejumlah tujuan yang diusahakan oleh 
ketetapan hukum Islam dengan memperbolehkan atau melarang sesuatu. Sebagai 
contoh, menjaga dan melestarikan akal adalah tujuan dari syariat, maka dalam 
berakal kita menemukan hal-hal yang dapat menghilangkan akal sebagai sebuah 
hal yang dilarang oleh syariat. Seperti halnya pelarangan terhadap 
penyalahgunaan narkotika yang dapat merusak akal. Adapun tujuan syariat untuk 
menjaga dan melestarikan harta benda manusia serta kehormatannya dapat 
menjelaskan sanksi hukuman mati bagi pencurian dengan paksa dan pemerkosaan, 




Maqāṣid al-syarī„ah dapat dianggap juga sebagai sejumlah tujuan Ilahi dan 
konsep akhlak yang melandasi proses al-Tasyrī‟ al-Islāmiy, seperti prinsip 
keadilan, kehormatan manusia, kebebasan kehendak, kesucian, dan kemudahan. 
Tujuan-tujuan dan konsep-konsep itulah yang membentuk sebuah jembatan antara 
al-Tasyrī‟ al-Islāmiy dan konsep-konsep yang berjalan pada era masa kini seperti 
halnya konsepsi tentang HAM, pembangunan dan keadilan sosial.
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Menurut Jasser Auda, pendekatan maqāṣid al-syarī„ah membahas persoalan-
persoalan yuridis pada tataran filosofis yang lebih tinggi, dan oleh karena itu, 
penggunaan pendekatan maqāṣid al-syarī„ah mampu melampaui perbedaan 
(historis) terkait politik antara mażhab fikih. Penggunaan maqāṣid al-syarī„ah 
sebagai pendekatan juga mendorong kepada adanya konsiliasi antar perbedaan 
mażhab fikih, dan budaya hidup bersama dalam kedamaian. Lebih dari itu, 
realisasi maqāṣid al-syarī„ah harus menjadi sasaran inti semua metodologi ijtihad 
linguistik dan rasional yang bersifat fundamental, dengan mengesampingkan 
variasi nama dan pendekatan. Oleh karena itu, validitas ijtihad apapun seharusnya 
ditentukan berdasarkan tingkat keberhasilannya dalam merealisasikan fitur tujuan 
atau merealisasikan maqāṣid al-syarī„ah.26 
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27 
 
Pengembangan dan Rekonstruksi Teori dalam Pendekatan Maqāṣid al- 
Syarī‘ah Kontemporer 
1. The Level of Maqāṣid 
Pada pembahasan ini penyusun mencoba memetakan posisi dan letak 
maqāṣid dalam perilaku ekonomi, dimana pada umumnya maqāṣid al-syarī„ah 
diletakkan pada posisi dasar filosofis. Agar dapat memahami tingkatan maqāṣid, 
maka perlu dipahami terlebih dahulu the level of maqāṣid. Sedangkan untuk 
menuju pemahaman yang utuh tentang maqāṣid al-syarī„ah dalam perilaku 
ekonomi, terlebih dahulu harus dipahami posisi yang mana maqāṣid al-syarī„ah 
yang dimaksud dalam tingkatan „mengapa‟  alasan adanya sebuah hukum dan 
perilaku yang terbentuk di antara manusia sehingga maqāṣid al-syarī„ah menjadi 





maslahah (mutual interest) 













Gambar di atas sederhananya adalah tingkatan (level) alasan, sebuah jawaban 
dari pertanyaan „mengapa‟ yang berturut-turut. Jenjang tingkatan ini dapat dibaca 
mulai dari tingkatan alasan yang terbawah yaitu berupa tanda-tanda (symbol) yang 
muncul dalam perilaku manusia, termasuk di dalamnya dalam sebuah disiplin 
ilmu. Dalam pembahasan kali ini, kaitannya adalah dengan disiplin ilmu ekonomi 




(a)  merupakan sign (symbol) atau tanda-tanda yang muncul dalam perilaku 
kehidupan manusia, sebagai contoh lampu merah sebagai tanda harus berhenti 
pada lampu lalu lintas. 
(b) Adalah produk hukum yang mengatur perilaku manusia, sebagai contoh 
hukum haramnya akad-akad yang mengandung riba. 
(c)  Adalah tingkat alasan berupa maslahat atau kepentingan bersama, 
kesamaan kebutuhan yang terkandung dalam suatu produk hukum yang 
ditetapkan. Contoh, kemaslahatan untuk mencegah kerugian antara dua orang 
yang berakad. 
(d) Adalah tingkat alasan berupa moral value atau nilai-nilai moral yang 
berlaku dan terkandung pada maslahat pada suatu produk hukum. Contoh, nilai-
nilai kejujuran dalam setiap akad perjanjian. 
(e)  Pada level ini adalah tingkatan filosofis sebagai alasan mendasar terhadap 
setiap perilaku manusia tak terkecuali disiplin ilmu ekonomi Islam. Pada 
tingkatan inilah maqāṣid berlaku dan menjadi dasar pemikiran utama 
terbentuknya ekonomi Islam. Maqāṣid al-syarī„ah menempati posisi filosofis dan 
mempengaruhi setiap tingkatan di bawahnya. 
(f)  Adalah tingkatan alasan tertinggi, yaitu iman. Iman menjadi alasan 
tertinggi dalam setiap perilaku manusia, tak terkecuali dalam disiplin ilmu yang 
dikembangkan dalam perspektif Islam. 
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Sebenarnya, pertanyaan "mengapa" yang berturut- turut itu tidak lain adalah 
pertanyaan tentang apakah maqāṣid al-syarī„ah itu?" Pertanyaan "mengapa" yang 
berjenjang seperti di atas (yang merupakan pertanyaan lazim para filsuf), tidak 
lain adalah pengkajian terhadap tingkatan maqāṣid al-syarī„ah yang dilakukan 
oleh para pegiat kajian fikih. Ketika semakin jauh bertanya pada tingkatan-
tingkatan pertanyaan "mengapa", berarti sedang menelurusuri maqāṣid (tujuan-
tujuan). Saat itu, pernyataan yang muncul akan berpindah dari detail hal-hal yang 
sederhana sebagaimana „isyarat-isyarat‟ yang tampak jelas (seperti berhenti pada 
saat lampu merah) dan dari tingkat perbuatan, menuju tingkat hukum dan kaidah. 
Kemudian, seiring bertanya lagi "mengapa?", akan tercapai tingkat kemaslahatan 
dan kemanfaatan bersama (seperti perhatian kita terhadap orang lain sebagaimana 
kita ingin orang lain memperhatikan kita). Pada akhirnya, seiring bertanya terus 
"mengapa?", jawaban akan sampai pada  tingkat prinsip-prinsip dasar 




Paparan di atas menjelaskan bahwa maqāṣid al-syarī„ah yang berlaku dalam 
perilaku ekonomi adalah maqāṣid al-syarī„ah yang menjadi dasar filosofis atau 
dasar pemikiran utama dalam menentukan setiap langkah. Pada tingkatan inilah 
titik temu antara tujuan-tujuan manusia dan tujuan-tujuan Tuhan sebagai Syari‟. 
Penempatan maqāṣid al-syarī„ah pada tataran filosofis harus benar ditegakkan 
agar penetapan produk hukum mampu mencapai tujuan sebuah sistem ekonomi 
yang orisinil berdasarkan pada Islam, bukan sekedar formalitas hukum-hukum 
Islam untuk menghindari penyalahan produk-produk hukum Islam. 
2. Perbaikan Jangkauan Maqāṣid al-syarī„ah (Teori The Evolution of Maqāṣid) 
Dalam rangka perbaikan jangkauan hukum yang dicakup oleh maqāṣid al-
syarī„ah, pegiat kajian maqāṣid al-syarī„ah kontemporer  termasuk Jasser Auda, 
membagi klasifikasi maqāṣid manjadi tiga golongan:29 
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a. Maqāṣid umum atau maqāṣid general (Kulliyah). Maqāṣid ini dapat 
ditelaah diseluruh bagian hukum Islam, seperti keniscayaan dan kebutuhan 
ditambah dengan usulan maqāṣid baru seperti hak asasi manusia dan 
pembangunan sumber daya manusia (SDM). Pada tingkat maqāṣid 
universal ini kemungkinan adanya perubahan hanya terjadi melalui 
pengembangan melalui bahasa-bahasa yang lebih mudah dipahami dalam 
perkembangan zaman sebagaimana pembahasaan kembali ḍarūriyyah al-
khamsah dengan terma Hak Asasi Manusia (HAM). 
b. Maqāṣid al-Bâb/ maqāṣid khusus. Maqāṣid ini dapat diobservasi di 
seluruh isi bab hukum Islam tertentu, seperti kesejahteraan anak dalam 
hukum keluarga, perlindungan kejahatan dalam hukum kriminal, dan 
perlindungan dari monopoli dalam hukum ekonomi. Ulama pengkaji 
maqāṣid al-syarī„ah era klasik banyak yang mengkaji maqāṣid al-bab ini, 
seperti karya-karya yang membahas tentang maqāṣid shalat, maqāṣid 
zakat, dan maqāṣid nikah. Pada era perkembangan teori maqāṣid al-
syarī„ah kontemporer, Jasser Auda mengusulkan pembagian maqāṣid al-
bâb ini menjadi tema-tema besar dalam disiplin keilmuan Islam: maqāṣid 
ekonomi Islam (al-maqāṣid al-iqtishadiyyah al-islamiyyah), maqāṣid 
politik Islam (al-maqāṣid al-siyasah al-islamiyyah), maqāṣid pendidikan 
Islam.
30
 Pada tingkat ini, maqāṣid bisa saja mengalami perubahan, tetapi 
perubahan yang terjadi cukup lambat, sesuai dengan kebutuhan dan 
berbagai pertimbangan prioritas. 
c. Maqāṣid juz‟iyyah/ parsial. Maqāṣid ini adalah tujuan-tujuan di balik suatu 
nash atau hukum tertentu, seperti maksud mengungkapkan kebenaran 
dalam mensyaratkan jumlah saksi tertentu dalam sebuah kasus hukum. 
Contoh lain adalah tujuan meringankan kesulitan dalam membolehkan 
orang sakit untuk tidak berpuasa dan maksud memberi makan kepada 
orang miskin dalam melarang umat Muslim menimbun daging selama Idul 
                                                 
30
 Disampaikan oleh Jasser Auda pada presentasi bukunya “Maqāṣid al-Syarī„ah as The 





 Maqāṣid parsial ini sangat mungkin terjadi perubahan bahkan 
sering kali berubah sesuai dengan kondisi penetapan hukum yang 
diterapkan pada kondisi dan situasi yang berbeda. 
Jasser Auda membahasakan kembali pengembangan jangkauan maqāṣid al-
syarī„ah pada era kontemporer ini dengan terma “The evolution of maqāṣid”. 
Evolusi (perubahan sebagai sebuah usaha adaptif terhadap kondisi sekitar) juga 
diperlukan oleh maqāṣid terutama pada tingkatan maqāṣid Juz‟iyyah  yang berada 
pada hal-hal parsial pada ketetapan tertentu. Sehingga penerapan maqāṣid al-
syarī„ah sebagai titik ukur efektivitas sistem hukum Islam bukan hanya mengukur 
secara normatif namun juga mengukur sejauh kemampuan untuk menyelesaikan 
masalah (problem solving) terhadap permasalahan yang bersifat kasuistik dan 
kekinian. 
 
3. Perbaikan pada Jangkauan Orang yang Diliputi oleh Maqāṣid  
Perbaikan jangkauan objek yang diliputi oleh maqāṣid al-syarī„ah juga 
dilakukan oleh pegiat kajian maqāṣid al-syarī„ah kontemporer. Pegiat kajian 
maqāṣid al-syarī„ah klasik lebih banyak membahas jangkauan objek berupa 
individu, namun oleh pegiat kajian maqāṣid al-syarī„ah kontemporer ide maqāṣid 
diperluas hingga mencakup jangkauan manusia yang lebih luas yaitu masyarakat, 
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bangsa, bahkan umat manusia. Ibn „Asyur misalnya, memberikan prioritas pada 
maqāṣid yang berkaitan dengan kepentingan bangsa atau umat di atas maqāṣid 
seputar kepentingan individual. Rasyid Ridha, juga mengkategorikan „reformasi‟ 
dan 'hak-hak wanita‟ ke dalam teori maqāṣid terhadap karya-karyanya. Pemekaran 
jangkauan orang yang dicakup oleh maqāṣid ini membuat maqāṣid al-syarī„ah 
mampu menanggapi isu-isu global bahkan menjadi solusi yang solutif serta 
membuat maqāṣid al-syarī„ah berkembang dari sekedar hikmah di balik 




Jasser Auda menyimpulkan maqāṣid al-syarī„ah merupakan salah satu media 
intelektual dan metodologi masa kini yang terpenting untuk reformasi Islami. 
Maqāṣid al-syarī„ah adalah metodologi dari dalam diri keilmuan Islam yang 
menunjukkan nalar dan agenda Islam. Pendekatan memiliki perbedaan yang 
cukup mendasar dengan agenda reformasi dan pembaharuan Islam yang tidak 
memiliki keterkaitan kuat dengan terminologi dan keilmuan Islam yang lebih 
banyak mengadopsi teori-teori dan konsep keilmuan barat. 
Menggali Maqāṣid al-Syarī‘ah dalam Perilaku Ekonomi 
Kata maqāṣid (tujuan) dan ekonomi yang dalam bahasa arab adalah iqtiṣad- 
memiliki kedekatan. Keduanya berasal dari satu kata yang sama, yaitu qaṣada. 
Kata maqāṣid adalah jamak dari kata maqṣad yang merupakan ism makān (kata 
yang menunjukkan tempat) dari kata qaṣada, yang berarti tempat yang dituju 
(tujuan). Disebutkan dalam al-Mu‟jam al-Washith, arti kata al-qaṣdu (qaṣada – 
yaqṣidu) adalah istiqāmatu aṭ-ṭorīq (jalan yang berkesinambungan).33  
Kata ekonomi dalam bahasa arab adalah iqtiṣad, kata ini memiliki asal kata 
yang sama dengan maqāṣid, yaitu qaṣada – yaqṣidu. Kata iqtiṣad adalah bentuk 
isim mashdar dari kata yaqtaṣidu yang merupakan perubahan bentuk kata qaṣada 
saat mengikuti wazan (bentuk kata dalam ilmu sharaf) ifta‟ala. Wazan ini 
memiliki arti salah satunya adalah yang digunakan dalam kata iqtiṣad berfungsi 








untuk mengambil (littikhād).34 Jadi secara tata bahasa dalam kajian ilmu ṣaraf, 
kata iqtiṣad memiliki arti “mengambil maksud/tujuan”. Disebutkan dalam Mu‟jam 
al-Ma‟aniy al-Jami‟ arti kata iqtiṣad secara bahasa adalah menyimpan dan tidak 
adanya penghamburan (al-idkhār wa „adamu tabdzīr).35 Kemudian kata ini 
digunakan sebagai kata untuk mengungkapkan ekonomi. 
Kajian tata bahasa secara ringkas di atas perlu untuk diungkapkan demi 
mendapat gambaran secara teoritik bahasa bahwasanya kedua kata yakni maqāṣid 
dan iqtiṣad memiliki kedekatan yang cukup erat. Kedua kata tersebut memiliki 
arti yang sama tentang menuju tujuan. Selanjutnya dalam proses menggali 
maqāṣid dalam perilaku ekonomi Islami dapat mengungkap maqāṣid al-syarī„ah 
dan tujuan mendasar dalam terapan teori ekonomi Islam. 
Pertanyaan selanjutnya setelah melalui kajian tata bahasa di atas adalah, 
sebenarnya apa nilai filosofis dari perilaku ekonomi dalam perspektif Islam? dan 
filosofi apa yang dibawa oleh Islam saat disandingkan dengan terma ekonomi? 
Islam tidak memfokuskan kajian pada uang (harta). Berbeda dengan terma 
ekonomi secara konvensional, terma ekonomi selalu dikaitkan dengan terma uang, 
pertumbuhan, dan pasar. Islam juga mengapresiasi atau menghargai uang, 
perkembangan, dan pasar, tetapi tidak menjadi tujuan utama dalam Islam. Dalam 
Islam harta benda seperti emas, perak, uang, dll adalah hal terakhir dalam tujuan 
syariat. Saat menyandingkan maqāṣid Islam dengan terma ekonomi, maka yang 
harus pertama difokuskan adalah lima prioritas (ḍarūriyyah al-khamsah) dalam 
kebutuhan primer maqāṣid al-syarī„ah klasik.36 
Islam memberikan prioritas utama kepada manusia sebagai pelaku utama 
kehidupan sehingga objek utama dalam ekonomi Islam adalah kemanusiaan itu 
sendiri. Pokok terpenting adalah membangun struktur dan komponen-komponen 
dalam kemanusiaan. Terma maqāṣid al-syarī„ah dalam ekonomi Islam yang 
menjadi fokus utama adalah untuk menumbuhkan kemanusiaan yang kuat; kuat 
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dari sisi keyakinan (faith)dan kuat secara kemampuan berfikir (mind – education). 
Dalam ekonomi Islam, yang menjadi parameter bukanlah seberapa kaya atau 
seberapa banyak harta yang dimiliki, tetapi seberapa kuat keyakinan, seberapa 
tinggi tingkat pendidikan, dan seberapa tinggi tingkat kebahagiaan 
manusia.
37
Dalam ekonomi Islam, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur‟an: 
....     
   ...38 
Artinya: “...supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di 
antara kamu...” 
Salah satu titik penting dalam sistem ekonomi Islam yang membedakan 
dengan ekonomi barat adalah ayat di atas yang mendasari terwujudnya sistem 
ekonomi yang berkeadilan. Sebagaimana yang telah diketahui, kebanyakan dalam 
sistem ekonomi dunia, uang hanya berputar di antara para orang kaya saja dan 
setiap pekerja hanya bekerja untuk menambah kekayaan dari pada pemilik 
perusahaan-perusahaan besar saja. Hal ini bukanlah yang ditawarkan dalam sistem 
ekonomi Islam karena ekonomi Islam melihat pada makro ekonomi sebelum 
masuk pada ekonomi mikro. Hal lain yang perlu digarisbawahi adalah ekonomi 
Islam tidak hanya berkonsentrasi pada teori-teori seputar akad perjanjian saja. Dan 
bukan hanya untuk menjustifikasi akad-akad agar terkesan tidak melanggar 
ketentuan fikih, namun juga memiliki muatan dan konsentrasi penuh terhadap hal-
hal yang lebih mendasar seperti halnya mewujudkan sistem ekonomi yang 




Sebuah teori ekonomi dalam perspektif Islam, teori-teori ekonomi tersebut 
harus muncul dari Al-Qur‟an dan Sunnah yang ditempatkan pada inti pemikiran 
ekonomi. Al-Qur‟an, sebagaimana ayat pertama diturunkan mengajarkan manusia 
tentang ilmu pengetahuan. Maka dari itu, „ekonomi ilmu pengetahuan‟ lebih 
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penting dari ekonomi secara materi tetapi perlu dibatasi di sini bahwa „ekonomi 
ilmu pengetahuan‟ itu bukan untuk melayani dan turut mengembangkan 
perusahaan-perusahaan international saja. Ekonomi ilmu pengetahuan adalah 
tentang bagaimana mendorong manusia agar lebih berpengetahuan baik untuk 
muslim dan juga non muslim karena Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh 
manusia. 
Konsep ekonomi dalam perspektif Islam yang menjadi prioritas utama adalah 
lima żarūriat dalam maqāṣid al-syarī„ah dan di dalamnya penjagaan terhadap 
harta (ḥifż māl) menempati tempat terakhir dalam prioritas tersebut. Prioritas 
pertama adalah untuk menjaga agama, juga diterjemahkan menjadi menjaga 
keyakinan. Titik ini menjaga keyakinan bukan hanya tentang peribadahan dan 
penyembahan kepada Allah SWT, tetapi juga bagaimana seorang muslim atas 
dasar keyakinannya mampu menjaga dan melestarikan lingkungan di sekitarnya. 
Konsep ekonomi Islam juga haruslah ramah terhadap lingkungan sekitar karena 
dalam taraf keyakinan, seorang muslim memiliki amanah sebagai khalifah 
(perwakilan) di muka bumi.  
Ekonomi Islam juga memberikan perhatian kepada sesama makhluk Allah 
SWT dan menempatkan sesama makhluk dalam posisi yang sama yang perlu 
dijaga dan dilestarikan. Karena yang menjadi inti dan prioritas utama adalah 
keyakinan kepada Allah, sebagaimana dalam dasar filosofis ekonomi Islam Allah 
berada pada posisi pusat sistem. Hal ini yang membedakan dengan sistem 
ekonomi lain dan menempatkan manusia pada pusat sistem, sehingga seluruh 
perkembangan dan kemajuannya hanya berpusat pada manusia saja. Sebagai 
contoh, eksplorasi sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kepentingan 
manusia saja tanpa memperhatikan alam sekitarnya. 
Konsep utama yang lain dalam ekonomi Islam adalah pertumbuhan (growth). 
Sedangkan dalam ekonomi Islam yang menjadi konsep dasar adalah 
kemaslahatan. Sistem ekonomi Islam fokus pada pengembangan kemanusiaan. 
Dalam maqāṣid al-syarī„ah klasik, dikenal adanya perlindungan akal (Ḥifż „aql), 
Begitu juga dalam sistem ekonomi Islam, harus mampu mengembangkan 
pelestarian terhadap akal. Penjagaan terhadap akal ini menempati maslahat yang 
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sangat penting dalam sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam harus mampu 
mendukung terwujudnya sistem pendidikan yang baik karena pendidikan 
merupakan salah satu wujud dalam rangka menjaga akal. Hal ini perlu ditekankan 
agar sistem ekonomi tidak hanya tentang menghasilkan pundi-pundi uang saja. 
karena pertumbuhan dalam bahasa arab sangat dekat dengan riba. Kata riba juga 
berarti pertumbuhan uang. Sedangkan uang tidak hanya menghasilkan uang secara 
langsung karena dalam hukum Islam sudah jelas hal seperti ini termasuk dalam 
riba, dan riba hukumnya haram. Di dalam sistem ekonomi Islam, uang harusnya 
menghasilkan realitas yang selanjutnya dapat menghasilkan uang. Secara ringkas, 
dalam sistem ekonomi Islam, ketika nilai uang naik, tetapi indeks kehidupan 




Kajian dalam studi ekonomi Islam harus difokuskan kepada pengembangan 
komperhensif (pengembangan yang menyeluruh) bukan hanya mengikuti standar 
yang dikeluarkan oleh UNDP, tetapi juga mengembangkan segala potensi yang 
meliputi kehidupan manusia, baik perkembangan manusia, lingkungan dan 
pengembangan ilmu pengetahuan. Adanya pengembangan-pengembangan 
tersebut diharapkan mampu menjadikan negara yang mayoritas muslim menjadi 
negara yang kuat dan mampu memberikan perubahan yang signifikan dalam 
kancah internasional. 
Pembangunan Manusia sebagai Maqāṣid al-syarī‘ah dalam Perilaku 
Ekonomi 
Pembangunan manusia (human development) adalah konsep pembangunan 
yang diadopsi oleh PBB tentang pembangunan yang jauh lebih komprehensif 
daripada pembangunan ekonomi. Menurut laporan-laporan terakhir konsep 
pembangunan manusia yang diterbitkan oleh United Nations Development 
Program  UNDP (Program PBB untuk Pembangunan Sumber Daya Manusia), 
sebagian besar negara yang mayoritas berpenduduk muslim menduduki peringkat 
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 Disampaikan oleh Jasser Auda di Universitas Negeri Yogyakarta dalam  pembekalan 
rencana pembentukan jurusan Ekonomi Islam di UNY. 
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di bawah rata-rata dalam Human Development Index HDI (Indeks Pembangunan 
Manusia). Laporan pengembangan UNDP tersebut disusun berdasarkan lebih dari 
200 indikator, termasuk di dalamnya indikator partisipasi politik, kemampuan 
baca tulis, keikutsertaan dalam pendidikan, angka harapan hidup, akses 
mendapatkan air bersih, ketenagakerjaan, standar hidup dan kesetaraan gender. 
Namun, beberapa negara dengan penduduk mayoritas muslim khususnya negara-
negara Arab yang kaya minyak menunjukkan kesenjangan dan menurut laporan 
PBB antara tingkat pendapatan negara dengan kesetaraan gender yang mencakup 




Ada sebagian kecil negara dengan mayoritas muslim yang telah menduduki 
urutan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) pada urutan 
yang cukup tinggi seperti Brunei Darussalam, Qatar, dan Uni Emirat Arab. 
Negara-negara tersebut jika dikumpulkan secara kolektif, hanya mewakili 1% 
umat Islam di seluruh dunia. Sedangkan yang ada pada daftar Indeks 
Pembangunan Manusia pada posisi bawah meliputi negara Yaman, Nigeria, 
Mauritania, Djibouti, Gambia, Senegal, Guinea, Pantai Gading, dan Mali. Negara 
tersebut, secara kolektif mewakili sekitar 10% umat Islam di seluruh dunia.
42
 Hal 
ini seharusnya menjadi sebuah tantangan untuk dijawab melalui sistem hukum 
Islam yang mampu menghadirkan beberapa solusi terhadap permasalahan 
pengembangan sumber daya manusia salah satunya adalah dengan pengembangan 
perilaku ekonomi melalui pendekatan maqāṣid al-syarī„ah. 
Jasser Auda menyarankan agar pembangunan sumber daya manusia menjadi 
salah satu tema utama bagi kemaslahatan publik pada masa kini terutama dalam 
pembahasan hukum Islam. Kemaslahatan publik pengembangan SDM seharusnya 
menjadi salah satu tujuan pokok yang direalisasikan melalui hukum Islam. 
Adanya cara dengan mengadopsi konsep pembangunan SDM, realisasi maqāṣid 
dapat diukur secara empiris dengan menggunakan variable dan target-target 
pembangunan SDM versi PBB sehingga penerapannya sesuai dengan standar 
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ilmiah saat ini dan juga tidak menyalahi tujuan-tujuan syariat (maqāṣid al-
syarī„ah) sama seperti halnya dengan pembahasan hak-hak asasi manusia dalam 
terma Maqāṣid al-syarī„ah. Pembahasan pembangunan SDM ini juga 
membutuhkan penelitian lebih banyak dari perspektif maqāṣid akan tetapi satu hal 
yang perlu digarisbawahi adalah mengkaitkan terma pembangunan SDM dengan 
maqāṣid hukum Islam mampu memberikan landasan kukuh di dunia Islam bagi 
terwujudnya tujuan pembangunan SDM di kalangan umat Islam pada saat tujuan 




Pertanyaan berikutnya dalam tataran penerapan adalah tentang bagaimana 
maqāṣid al-syarī„ah mampu berkontribusi secara langsung dalam mengikis 
faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan Knowledge Economy Incdex.
44
Pada 
era sekarang banyak terjadi ketidakseimbangan prioritas dalam strategi dan 
kebijakan terutama yang berkaitan dengan peningkatan indeks ekonomi pada 
suatu negara. Banyak kebijakan pengembangan tekhnologi dan pemberdayaan 
dana untuk kebijakan yang tidak tepat untuk digunakan, seperti kebijakan 
perluasan jaringan internet cepat hingga ke beberapa desa padahal masih banyak 
desa yang belum teraliri listrik. Pola pikir maqāṣidi  baik era klasik maupun 
kontemporer adalah pola  pikir yang dibangun oleh pemahaman pokok-pokok 
ajaran Islam dalam menentukan prioritas. Żaruriyyat diprioritaskan daripada 
khajiyyat, fardlu didahulukan daripada sunnah, fardhu „ain lebih diprioritaskan 
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 Ibid., hlm. 60. 
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 Knowledge Economy Index adalah indeks yang digunakan oleh World Bank untuk 
mengukur Knowledge Based Economy (ekonomi berbasis ilmu pengetahuan). Indeks ini berisi 
sekumpulan parameter untuk mengukur apakah lingkungan cukup kondusif untuk penggunaan 
ilmu pengetahuan dalam pengembangan ekonomi. Index ini merupakan indeks lengkap yang 
merepresentasikan seluruh perkembangan di suaru negara untuk menuju  Knowledge Based 
Economy (ekonomi berbasis ilmu pengetahuan). KBE merupakan sebuah sebuah konsep dimana 
pertumbuhan ekonomi bukan lagi terletak pada pabrik-pabrik besar dengan ribuan tenaga kerja, 
namun pertumbuhan ekonomi terletak pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Empat 
pilar utama dalam penilaian Knowledge Economy Index adalah: 
1. Kerangka institusi serta adanya insentif ekonomi untuk menghasilkan efisiensi dalam 
pemanfaatan pengetahuan dan jiwa kewirasusahaan. 
2. Masyarakat yang terdidik dan terlatih hingga mampu menciptakan, berbagi, dan memanfaatkan 
pengetahuan dengan baik. 
3. Sistem infrastruktur teknologi dan inovasi yang efisien. 
4. Teknologi informasi dan komunikasi yang mampu memfasilitasi kreatifitas karya. 
Lebih lanjut, lihat Knowledge Assesment Methodology, World Bank, 2012. 
39 
 
daripada fardlu kifâyah. Mencegah kerusakan (dar‟ul mafasid) lebih didahulukan 
daripada mengambil maslahat, maslahat yang lebih besar diutamakan daripada 
maslahat yang kecil. Kata mengapa (kualitas) lebih didahulukan daripada berapa 
(kuantitas). Dan urutan skala prioritas ini berdasarkan pada teks-teks syar‟i dari 
Al-Qur‟an dan Sunnah serta berdasarkan pada dasar falsafi untuk menyamakan 
manusia dalam fitrahnya, yaitu dasar keadilan. Dasar inilah titik tolak ushul syar‟i 
dan maqāṣid al-syarī„ah kulliyah.45 
Paparan bangunan skala prioritas ini merupakan bagian dari beberapa variable 
yang berlaku di dunia untuk kemajuan seperti kemajuan indeks ekonomi seperti 
jumlah pendudukan pengguna smartphone sewajarnya diakhirkan dalam fokus 
skala prioritas dan strategi dari sisi keislaman. Sewajarnya yang lebih 
diprioritaskan ada fokus pada perbaikan pendidikan dan perbaikan moral yang 
bisa menjaga manusia agar mampu memelihara pokok-pokok agama, jiwa, akal, 
keturunan, dan harta benda mereka dimana hal ini juga tanpa meniadakan fokus 




Langkah selanjutnya adalah fokus kepada alasan „mengapa‟ (kualitas), 
sebelum fokus kepada „berapa‟ (kuantitas, jumlah) pengetahuan murni yang 
kemudian memenuhi buku-buku atau perpustakaan serta pendidikan akal para 
murid karena kualitas lebih diprioritaskan daripada kuantitas. Fokus selanjutnya 
adalah pada pembentukan usaha-usaha mikro yang mampu menghasilkan produk-
produk sederhana, murah tetapi lebih dibutuhkan oleh masyarakat sekitar daripada 
membentuk usaha-usaha besar yang menghasilkan barang-barang konsumtif yang 
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 Jasser Auda, Al-Ijtihad Al-Maqāṣidi Al-Fikri – At-Tanmiyah Al-Ma‟rifiyah 
Namudzajan. Al-Ijtihad Al-Maqāṣidi – Majmu‟atul Buhus (Asy-Syabkah Al-Arabiyah Lil abhas 
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Paparan di atas dapat disimpulkan bahwa seiring perkembangan zaman dan 
penyesuaian terhadapnya, pendekatan maqāṣid al-syarī„ah dapat digunakan dalam 
perilaku ekonomi untuk menilai hasil  dan berbagai produk ekonomi. Lebih dari 
itu, maqāṣid al-syarī„ah memiliki konsekuensi sebagai dasar filosofis demi 
terwujudnya tujuan-tujuan Tuhan dan tujuan-tujuan manusia. Cara yang 
digunakan untuk mewujudkannya adalah dengan dibangun beberapa teori yang 
bersumber pada maqāṣid, diantaranya adalah The levels of maqāṣid dan The 
evolutions of maqāṣid. Adapun penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) 
sebagai sebuah usulan pembahasan kembali maqāṣid al-syarī„ah pada era 
kontemporer perlu dipertimbangkan kembali sebagai variable dalam mengukur 
beberapa kebijakan dan program ekonomi. 
Sedangkan Pembagian tingkatan variable universal untuk perkembangan 
seperti indeks ekonomi adalah hal-hal yang berkaitan dengan ḍarūriyyah 
(kebutuhan primer), ḥājiyyah (kebutuhan sekunder), dan taḥsīniyyah (kebutuhan 
tersier). Masing-masing dari kebutuhan tersebut memiliki bobot lebih berat 
dibanding yang lain pada penggunaan untuk menentukan kebijakan dalam 
meningkatkan variable yang ditentukan oleh World Bank seperti halnya prioritas 
kualitas („mengapa‟) dibanding kuantitas („berapa‟) pada setiap variable yang 
telah dipaparkan di atas. Keseluruhan paparan di atas harus lebih bermanfaat bagi 
maslahat dan kebutuhan primer seluruh umat manusia secara umum dan bukan 
hanya bagi umat Islam saja karena Islam adalah rahmatan lil „alamin bukan 
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